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Abstract. This research focuses on defamation as a criminal offense under the 

Criminal Code and the ITE Law. The purpose of this research is to determine the 

qualifications and law enforcement of criminal acts of defamation based on the 

Criminal Code and the ITE Law. This research approach method is qualitative with a 

type of doctrinal legal research. Specifications for descriptive analysis research using 

a statutory and case approach. This research proves that the Criminal Code and the 

ITE Law have the same qualifications regarding defamation, namely that they both 

intentionally attack a person's honor, self-esteem, reputation and good name with the 

aim of becoming public knowledge. The difference is that defamation in the Criminal 

Code is carried out directly by the perpetrator, whereas what is regulated in the ITE 

Law is carried out through electronic media by the perpetrator or parties who 

participate in the crime. Law enforcement of criminal acts of defamation is realized 

through prison sanctions and fines for perpetrators. The criminal sanctions contained 

in the ITE Law are more severe compared to the Criminal Code sanctions. 

Keywords: Qualifications, Electronic media, Defamation, Insults. 

Abstrak. Penelitian ini berfokus kepada pencemaran nama baik sebagai tindak 

pidana berdasarkan KUHP dan UU ITE. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

kualifikasi dan penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan 

KUHP dan Undang-Undang ITE. Metode pendekatan penelitian ini kualitatif dengan 

jenis penelitian hukum doktrinal. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis dengan 

pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini membuktikan bahwa 

KUHP dan UU ITE memiliki kualifikasi yang sama terkait pencemaran nama baik 

yaitu sama-sama menyerang kehormatan, harga diri, reputasi, dan nama baik 

seseorang secara sengaja yang bertujuan diketahui umum. Perbedaannya, 

pencemaran nama baik pada KUHP dilakukan secara langsung oleh pelaku 

sedangkan yang diatur UU ITE dilakukan melalui perantara media elektronik oleh 

pelaku maupun pihak yang turut serta melakukan. Penegakan hukum tindak pidana 

pencemaran nama baik diwujudkan melalui sanksi pidana penjara maupun denda bagi 

pelaku. Sanksi pidana yang terdapat pada UU ITE lebih berat jika dibandingkan 

dengan sanksi KUHP. 

Kata Kunci: Kualifikasi, Media elektronik, Pencemaran Nama Baik, Penghinaan.  
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A. Pendahuluan 

Pencemarannnamanbaiknmerupakan sebuah istilahnyang tidak asing didengar dalam kehidupan 

masyarakat. Pencemaran nama baik dimaknai sebagai penghinaan atau penistaan yang 

menyerang kehormatan dan nama baik seseorang baik secara lisan maupun tulisan.  Lebih lanjut 

pencemaran nama baik diartikan sebagai kejahatan yang menyerang personal atau subjek hukum 

perorangan yang pengaturannya termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

maupun Undang-Undang di luar KUHP dengan tujuan untuk memberikan suatu perlindungan 

hukum terhadap rasa harga diri yakni kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik 

seseorang.   

Tindak pidana pencemaran nama baik sebenarnya adalah salah satu bentuk pelanggaran 

hukum. Di dalam KUHP tindak pidana pencemaran nama baik diatur di bawah Pasal 310 sampai 

Pasal 321 KUHP.  Kualifikasi tindak pidana penghinaan pada KUHP sangat bervariasi, 

tergantung dari unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan Pasal tersebut. Namun belum 

terdapat aturan terkait pencemarannnamanbaiknmelaluinmediansosialnpada KUHP. 

Mengingat besarnya permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan 

pencemarannnamanbaiknmelaluinmediansosial, pemerintah sejatinya telah mengeluarkan 

peraturan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat sebagai 

UU ITE). Di dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan 

ketentuan tindak pidana khusus yang berlaku selain dari KUHP sebagai undang-undang tindak 

pidana umum. 

Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan.  Lebih 

lanjut sanksi pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ini diatur pada Pasal 45 ayat 

(1) UU ITE. Regulasi ini kemudian direvisi dengan  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik)’’.  

Permasalahannya formulasi tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP masih 

terdapat potensi bagi beragam penafsiran. Hal ini mengindikasikan bahwa bagaimana frasa 

tersebut diartikan bisa menjadi samar dan subjektif dikarenakan hanya memfokuskan pada 

pengalaman korban. Apa yang dianggap sebagai pencemaran nama baik oleh satu orang 

mungkin tidak dianggap demikian oleh orang lain. Padahal, sebuah regulasi hukum harus sangat 

jelas sesuai dengan prinsip lex certa untuk memberikan kepastian hukum kepada semua anggota 

masyarakat.   

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa baik KUHP 

maupun UU ITE belum mengatur secara jelas unsurnpencemarannnamanbaik. Sebagaimana 

dijelaskan pada UUnITE bahwantindaknpidananpencemarannnamanbaik merujuk pada KUHP, 

sedangkan pada KUHP tindak pidana pencemaran nama baik diistilahkan dengan penghinaan. 

Selain itu, permisalan tindak pidana pencemaran nama baik sebagai penghinaan sebagaimana 

yang terdapat pada KUHP juga perlu diulas lebih lanjut mengingat dapat tidaknya tindak pindak 

pencemaran nama baik disamakan dengan tindak pidana penghinaan.  

Oleh sebab itu penelitian ini mengambil judul ‘’Pencemaran Nama Baik Sebagai Tindak 

Pidana Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE’’. 

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan KUHP dan 

Undang-Undang ITE? 

2. Bagaimananpenegakannhukumntindaknpidananpencemarannnamanbaik  berdasarkan 

KUHP dan Undang-Undang ITE? 

B. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis kualitatif. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum 

doktrinal. Dalam hal spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif analisis. Metode 

dan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Data 

penelitian ini berupa data sekunder meliputi bahan hukum primer meliputi UUD 1945, 
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KUHPidana, UU ITE, bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, skripsi, dan bahan hukum 

tersier meliputi KBBI. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis 

deskriptif kualitatif. 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kualifikasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan KUHP dan Undang-

Undang ITE 

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau 

nama baik (aanranding of geode naam).  Dalam konsepnya pencemaran nama baik diartikan 

sebagai perilaku penghinaan atau penistaan yang menyerang integritas dan reputasi seseorang 

baik melalui kata-kata maupun tulisan.  Tindak pidana pencemaran nama baik ini diatur melalui 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE). 

KUHP mengatur empat bentuk tindak pidana pencemaran nama baik yaitu penistaan 

secara lisan, penistaan secara tulisan, fitnah, penghinaan ringan, dan persangkaan palsu. 

Sedangkan pencemaran nama baik yang tertuju secara khusus pada kehormatan seseorang yaitu 

pejabat negara, penguasa, dan orang yang sudah mati.   

Masing-masing kategori tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana terdapat 

pada KUHP tersebut memiliki kualifikasi yang ditentukan oleh tiap Pasalnya. Pertama terkait 

penistaan sebagaimana terdapat Pada Pasal 310 ayat (1) KUHP. Berdasarkan Pasal tersebut 

dapat diketahui bahwa kualifikasi unsur delik penistaan terdiri dari barang siapa, sengaja 

menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang 

maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dan diancam karena pencemaran.   

Tiap-tiap delik penistaan sebagaimana Pasal 310 ayat (1) KUHP berlaku bagi semua 

orang tanpa membedakan subjek hukum atau profesi tertentu. Oleh karena itu, larangan dalam 

pasal tersebut berlaku bagi siapa saja. Pasal ini bertujuan untuk melindungi "kehormatan nama 

baik" seseorang dan mendorong setiap individu untuk menghormati dan memperlakukan sesama 

dengan penuh rasa hormat, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia.  

Kedua, penistaan dengan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.  

Berdasarkan teks pasal tersebut, perbedaan antara penistaan dan penistaan tertulis terletak pada 

fakta bahwa penistaan tertulis melibatkan penggunaan tulisan atau gambar yang disebarkan, 

dipertunjukkan, atau ditempelkan. Adapun unsur-unsur lainnya tetap merujuk pada Pasal 310 

ayat (1) KUHP. Dalam konteks ini, disiarkan mengindikasikan bahwa tulisan atau gambar 

tersebut lebih dari satu salinan atau satu eksemplar.   

Ketiga yaitu fitnah sebagaimana diatur Pasal  311 KUHP. Fitnah dapat didefinisikan 

sebagai penyiaran pernyataan bohong atau tidak didasarkan pada kebenaran dengan maksud 

merendahkan seseorang. Dalam konteks Pasal ini, fitnah terjadi ketika pelaku diberi peluang 

untuk membuktikan perbuatannya, tetapi ternyata gagal melakukannya.. Keempat yaitu 

penghinaan ringan Pasal 315 KUHP . unsur-unsur penghinaan ringan diantaranya setiap 

penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan atau tulisan), yang dilakukan terhadap 

seseorang di muka umum atau di muka orang itu sendiri (lisan, tulisan, perbuatan), dengan surat 

yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.  

Kelima, penghinaan terhadap pejabat negara Pasal 316 KUHP. Unsur-unsurnya 

merujuk pada Pasal 310 ayat (1) KUHP namun ditujukan khusus bagi pejabat negara. Pejabat 

negara ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 92 KUHP yang mencakup individu yang dipilih 

melalui pemilihan umum, anggota lembaga pembentuk undang-undang, lembaga pemerintahan, 

atau lembaga perwakilan rakyat, anggota Dewan-daerah, dan semua kepala bangsa yang 

merupakan warga negara Indonesia asli.  

Keenam, pengaduan fitnah kepada penguasa sebagaimana Pasal 317 KUHP 

Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsurnya yaitu perbuatan pengaduan, 

dilakukan tertulis atau dituliskan, objek tentang seseorang, isinya palsu, kepada penguasa, 

dengan sengaja, kehormatan atau nama baik seseorang. Pengaduan fitnah yang digolongkan 

Pasal ini ialah menyampaikan informasi kepada penguasa tentang seseorang yang isinya palsu. 
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Ketujuh, menimbulkan persangkaan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 318 KUHP. 

Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsurnya yaitu perbuatan sengaja , 

menimbulkan secara palsu persangkaan, dan ditujukan bagi orang lain.  Kedelapan, pencemaran 

terhadap orang yang sudah mati sebagaimana diatur dalam Pasal 320 ayat (1) dan Pasal 321 ayat 

(1) KUHP  

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwasannya pencemaran nama baik 

pada KUHP merujuk pada penistaan sebagaimana unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP. Unsur-

unsur inilah yang kemudian memiliki spesifikasi tertentu sehingga menjadikan pencemaran 

nama baik pada KUHP meliputi penistaan baik secara lisan maupun tulisan, fitnah, penghinaan 

ringan, dan persangkaan palsu. Adapun pihak yang dituju selain tiap individu oleh KUHP diatur 

secara khusus yaitu yaitu pejabat negara, penguasa, dan orang yang sudah mati.  

Menurut analisa penulis, Pasal-Pasal pencemaran nama baik yang diatur KUHP 

sebagaimana Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagai rujukan utama mengandung poin penting sebagai 

berikut: 

1. Delik pencemaran nama baik bersifat subyektif, 

2. Pencemaran nama baik mengandung unsur penyebaran 

3. Pelaku pencemaran nama baik harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan 

yang dilakukannya. 

Pencemaran nama baik selain diatur pada KUHP juga diatur pada Pasal 27 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun ketentuan 

pencemaran nama baik atau penghinaan ditegaskan lebih lanjut melalui Penjelasan Pasal 27 ayat 

(3) UU ITE. 

Merujuk Pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dapat diketahui bahwasannya pencemaran 

nama baik yang diatur UU ITE memuat unsur sebagai berikut: 

1. Unsur setiap orang 

2. Sengaja dan tanpa hak 

3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya  

4. Informasi elektronik dan/dokumen  elektronik 

5. Unsur memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik 

Menurut analisa penulis baik KUHP maupun UU ITE sama-sama mengatur tindak 

pidana pencemaran nama baik namun terdapat beberapa perbedaan sebagai berikut: 

1. Pelaku 

2. Ancaman pidana  

3. Media yang digunakan 

Melihat tiga poin perbedaan pencemaran nama baik pada KUHP dengan UU ITE 

tersebut, menurut analisa penulis kedua regulasi tersebut berhubungan erat sebagaimana asas 

lex specialis derogat legi generalis. Asas ini dimaknai aturan hukum yang bersifat khusus 

mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum.  Lex specialis dalam pencemaran nama 

baik ialah UU ITE sedangkan KUHP menjadi lex generalis. Hal ini dapat dimaknai bahwa 

KUHP dan UU ITE sama-sama mengatur terkait pencemaran nama baik namun terdapat unsur 

specialis. Pencemaran nama baik yang dilakukan secara langsung akan menerapkan KUHP 

sebagai aturan umum sedangkan pencemaran nama baik melalui media elektronik akan 

menerapkan UU ITE sebagai aturan khususnya.  

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik poin penting bahwa 

tidak adanya tolok ukur terkait unsur pencemaran nama baik pada KUHP maupun UU ITE 

menjadikan pencemaran nama baik pada keduanya dapat disamakan dengan penghinaan dan 

penistaan. Adapun kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan KUHP dan 

Undang-Undang ITE ialah sama-sama menyerang kehormatan, harga diri, reputasi, dan nama 

baik seseorang secara sengaja yang bertujuan diketahui umum. Meskipun memiliki kualifikasi 

yang sama, namun terdapat satu unsur yang membedakan yaitu pencemaran nama baik yang 

diatur KUHP dilakukan oleh pelaku secara langsung sedangkan yang diatur UU ITE dilakukan 

oleh pelaku dan pihak yang turut melalukan dengan melalui perantara media elektronik.  
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Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan KUHP dan 

Undang-Undang ITE 

Pencemaran nama baik yang diatur pada KUHP dan UU ITE termasuk jenis delik aduan. Delik 

aduan merupakan tindak pidana yang penuntutanya baru bisa dilakukan sehabis terdapat 

pengaduan menurut orang yang terkena kejahatan. Implikasinya pasal-pasal KUHP maupun UU 

ITE dapat menjerat pelaku pencemaran nama baik apabila terdapat aduan dari korban yang 

merasa nama baiknya dicemarkan pihak lain. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang 

berpotensi mencemarkan nama baik pihak lain namun pihak lain tersebut tidak melakukan 

pengaduan, maka perbuatan pencemaran nama baik yang terjadi tidak dapat diproses lebih 

lanjut. 

Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik merujuk pada sanksi yang 

terdapat pada KUHP dan UU ITE. Apabila seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana 

pencemaran nama baik, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana Pasal yang didakwakan. 

Adapun sanksi pencemaran nama baik merujuk pada KUHP ialah sebagai berikut: 

1. Penistaan, pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga juta 

rupiah (perhitungan denda merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 

2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda 

dalam KUHP) 

2. Penistaan dengan surat, penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling 

banyak tiga juta rupiah 

3. Fitnah, pidana penjara paling lama empat tahun 

4. Penghinaan ringan, pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana 

denda paling banyak empat juta lima ratus ribu rupiah 

5. Penghinaan terhadap pejabat negara, sama dengan pidana penjara penghinaan ditambah 

dengan sepertiga 

6. Pengaduan fitnah kepada penguasa, pidana penjara paling lama empat tahun 

7. Menimbulkan persangkaan palsu, pidana penjara paling lama empat tahun 

8. Pencemaran terhadap orang yang sudah mati, pidana penjara paling lama empat bulan 

dua minggu atau pidana denda paling banyak empat juta lima ratus ribu rupiah. 

Adapun sanksi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media 

elektronik pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda maksimal Rp. 750.000.000.  

Penegakan hukum pidana pada tindak pidana pencemaran nama baik menurut analisa 

penulis dapat dilihat dengan sanksi pada beberapa kasus pencemaran nama baik yang sudah 

berkekuatan hukum tetap. Beberapa kasus tindak pidana pencemaran nama baik dengan 

dakwaan KUHP beserta pidana yang dijatuhkan Putusan PN Rote Ndao Nomor 

2/Pid.C/2020/PN Rno dengan sanksi pidana penjara 10 hari. Adapun kasus tindak pidana 

pencemaran nama baik melalui media elektronik Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 

552/Pid.Sus/2022/PN.JKT.SEL dengan sanksi pidana penjara selama 1 tahun dengan denda 

sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan 

Berdasarkan beberapa kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang telah disebutkan 

tersebut, dapat diketahui bahwasannya sanksi yang dijatuhkan dengan dakwaan UU ITE lebih 

berat jika dibandingkan KUHP.  

Berdasarkan data dan fakta tersebut menurut analisis penulis penegakan hukum tindak 

pidana pencemaran nama baik berjalan dengan baik. Guna lebih memaksimalkan penegakan 

hukum tersebut, analisa penulis ialah sebagai berikut: 

1. Faktor hukum 

Faktor hukum menjadi unsur yang terpenting dalam penegakan hukum.  Berkaitan 

dengan faktor ini, pencemaran nama baik telah diatur secara jelas dan eksplisit baik 

melalui KUHP maupun UU ITE. Frasa pencemaran nama baik pada undang-undang 

yang dinilai subjektif ini dapat diatasi dengan adanya saksi ahli seperti ahli bahasa di 

pengadilan. 

Faktor penegak hukum 

2. Penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, dan hakim. Guna menjadikan penegakan hukum 

lebih maksimal, para penegak hukum ini diharapkan harus memiliki kompetensi khusus 
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di bidang pencemaran nama baik terkhusus melalui media sosial dan tidak dapat 

disamakan dengan penegak hukum yang menangani tindak pidana konvensional. 

3. Faktor fasilitas 

Faktor fasilitas ini menjadi salah satu unsur penting dalam membuktikan tindak pidana 

pencemaran nama baik.  Agar penegakan hukum lebih maksimal, maka diperlukan 

fasilitas yang memadai seperti adanya ahli IT dalam perkara tindak pidana pencemaran 

nama baik melalui media elektronik. 

4. Faktor masyarakat 

Masyarakat menjadi elemen yang turut menentukan maksimal tidaknya penegakan 

hukum yang dilakukan. Oleh sebab itu masyarakat harus turut aktif dalam melakukan 

penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik. Upaya yang dapat dilakukan 

masyarakat diantaranya mencegah dan melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik 

yang terjadi. 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwasannya penegakan 

hukum tindak pidana pencemaran nama baik diwujudkan melalui sanksi pidana penjara maupun 

denda bagi pelaku. Sanksi pidana yang terdapat pada UU ITE lebih berat jika dibandingkan 

dengan sanksi KUHP. Akibatnya, kasus-kasus yang didakwa dengan UU ITE mendapatkan 

vonis yang lebih berat jika dibandingkan kasus dengan dakwaan KUHP. Penegakan hukum 

tindak pidana pencemaran nama baik ini dilakukan oleh kepolisian, jaksa, dan hakim selaku 

aparat penegak hukum. Menurut analisa penulis berdasarkan data, fakta, dan contoh kasus yang 

dipaparkan, dapat diketahui bahwa penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik saat 

ini telah berjalan secara baik. 

D. Kesimpulan 

Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang diatur melalui KUHP dan UU ITE. Tidak 

adanya tolok ukur terkait unsur pencemaran nama baik pada KUHP maupun UU ITE 

menjadikan pencemaran nama baik dapat disamakan dengan penghinaan dan penistaan. KUHP 

dan UU ITE memiliki kualifikasi yang sama terkait pencemaran nama baik yaitu sama-sama 

menyerang kehormatan, harga diri, reputasi, dan nama baik seseorang secara sengaja yang 

bertujuan diketahui umum. Perbedaannya, pencemaran nama baik pada KUHP dilakukan secara 

langsung oleh pelaku sedangkan yang diatur UU ITE dilakukan melalui perantara media 

elektronik oleh pelaku maupun pihak yang turut serta melakukan.  

Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik diwujudkan melalui sanksi 

pidana penjara maupun denda bagi pelaku. Sanksi pidana yang terdapat pada UU ITE lebih berat 

jika dibandingkan dengan sanksi KUHP sehingga kasus-kasus yang didakwa dengan UU ITE 

mendapatkan vonis yang lebih berat. Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik 

berdasarkan KUHP dan UU ITE sama-sama dilakukan oleh kepolisian, jaksa, dan hakim selaku 

aparat penegak hukum dengan mengacu pasal yang didakwakan. (Baldwin Orvalla & Eka 

Juarsa, 2023; Fauzia et al., 2023; Sarah Azkia & Dian Andriasari, 2023) 
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